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Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 avyat (4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo’r 64 Tahurf, 20(1?)>
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasm.Akrual, dan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

bahwg sehubungan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, maka pengaturan Sistem Akuntansi yang diatur
dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya
sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai
lagi dengan rperaturan perundang-undangan 'tersebut,
sehingga perlu diharmonisasikan dan diganti dengan

Peraturan Walikota yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan s€
dalam huruf a dan huruf b, perlu me
Walikota tentang Sistem Akuntansi
Tasikmalaya;

bagaimana dimaksud
embentuk Peraturan
Pemerintah Kota
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4. Peraturan Pemerin
. tah N
Pembagian U omor 38 Tap
Pemeﬁ;tahan ?:::hpemeﬁntahan anut:r' 2027 Yf:htarng
Kabupaten /Kota (lia Provinsi dan Pemeri:tahcmcnmah,
Tahun 2007 Nomombm""'n Negara Repub1ika'?m§)aera,h
Republik | HOr . 82, Tambalas onesia
publik Indonesia Nomor 4737); Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah
i Nomor 71 Tah
}gza?gallirk IA]éuntal‘mm Pemerintahan (&%bi(r);;) ti‘ntang
Lepb ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, T begara
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51,65)'a i

6. Peraturan Pemerintah Nomor
1 27 Tahun 201
Pengelqlaan Baran.g Milik Negara/Daerah (Lemba:ant;r;tang
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tamba:gl:;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55,33)'

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denga:’m
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahup 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Perpenntahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);

1 Tahun 2006
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
alaya Nomor 3 Tahun 2008

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya NOmot < = = * "~

10.
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2. Pemeri
_ emerintah Daerah adalah Walikotg dan Perangkat Daeran
a aer

Sekretariat Daerah, . Sekretas:
A ’ etariat DPRD i
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan I’{ellt)xlrnaahsE Dacrah,

5. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD ‘adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 4; lingkur%
Pemerintah Kota Tasikmalaya, o

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah i
at an 1
d1s1ng1.<at SKPKD  adalah Perangkat i Dies;:\hamu;t)zgz
Pemerintah Daferah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna
Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang

i
selanjutnya disingkat BPKBD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, .
pengukuran, pengklasifikasian, pengikh'usaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta

penginterpretasian atas hasilnya.
10. Standar  Akuntansi Pemerintahan .

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akgntanm yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan Pemerintah.

pencatatan,

yang selanjutnya






















